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ABSTRAKSI 

 

 

Nama   : Hafizh Anshari 

NIM   : 201810110311007 

Judul   : Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dan Pengawasan DPRD 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Mewujudkan Good 

Governance 

Pembimbing  : Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. 

 Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H. 

 

DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dengan fungsinya sebagai lembaga 

Legislasi dan Pengawasan yang berperan aktif dan kompleks dalam membuat 

kebijakan daerah, pertanggungjawaban terhadap kelayakan serta kepatutan dalam 

suatu rancangan peraturan daerah, dan mengontrol implementasi peraturan daerah 

hingga kebijakan pemerintah daerah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi 

Legislasi dan Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan 

meningkatkan pelaksanaan fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan dalam rangka mewujudkan good governance. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Fungsi Legislasi dan 

Pengawasan di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar dapat meningkatkan 

kualitas dalam rangka mewujudkan Good Governance. Metode penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan meneliti sumber data primer 

dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi 

kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan 

pembahasan menunjukan bahwa pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Pengawasan 

DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum berjalan maksimal, hal tersebut dapat 

dilihat dari data Rancangan Peraturan Daerah tahun 2020-2022 yang selesainya 

tidak sesuai dengan target karena faktor internal maupun eksternal seperti tidak 

sesuainya latar belakang pendidikan anggota, kepentingan individu, isu politik dan 

partai, waktu yang lama dalam proses pembahasan, tidak adanya standar 

operasional pelaksanaan dalam pelaksanaan pengawasan, dan banyak anggota yang 

dominan mengamankan posisi dan kepentingan politik. Kesimpulan dan saran 

dalam penelitian ini yaitu perlunya memperbanyak bimbingan teknis bagi anggota 

Badan Legislasi, mengenyampingkan kepentingan individu, adanya pedoman 

pelaksanaan pengawasan agar transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan 

kembali kepada masyarakat untuk mewujudkan Good Governance. 

 

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fungsi Legislasi, Fungsi 

Pengawasan. 
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ABSTRACT 

 

 

Name   : Hafizh Anshari 

NIM   : 201810110311007 

Tittle   : Implementation of the Legislative and Supervision Functions of 

the Regional People's Representative Council of South Hulu 

Sungai Regency to Realize Good Governance 

Supervisor  : Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. 

 Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H. 

 

DPRD is a Regional People's Representative institution that is domiciled as 

an element of local government administration with its function as a Legislation 

and Supervision institution that plays an active and complex role in making 

regional policies, accountability for feasibility and appropriateness in a draft 

regional regulation, and controlling the implementation of regional regulations to 

local government policies. The formulation of the problem in this study is the 

implementation of the Legislation and Supervision Function of the South Hulu 

Sungai Regency DPRD, then the factors that affect the implementation of the 

Legislation and Supervision Function of the South Hulu Sungai Regency DPRD, 

and improving the implementation of the Legislation and Supervision function of 

the South Hulu Sungai Regency DPRD in order to realize good governance. The 

purpose of this study is to determine and examine the implementation of the 

Legislation and Supervision Function in the South Hulu Sungai Regency DPRD in 

order to improve quality in order to realize Good Governance. The research 

method used is an empirical juridical approach by examining primary and 

secondary data sources with data collection techniques through interviews and 

literature studies, then analyzed descriptively qualitatively. The results of research 

and discussion show that the implementation of the Legislation and Supervision 

Function of the South Hulu Sungai Regency DPRD has not run optimally, this can 

be seen from the data of the 2020-2022 Regional Regulation Draft whose 

completion is not in accordance with the target due to internal and external factors 

such as inappropriate educational backgrounds of members, individual interests, 

political and party issues, a long time in the discussion process, There are no 

operational standards of implementation in the implementation of supervision, and 

many dominant members secure political positions and interests. The conclusions 

and suggestions in this study are the need to increase technical guidance for 

members of the Legislative Body, put aside individual interests, the existence of 

guidelines for the implementation of supervision so that it is transparent, and can 

be accounted back to the community to realize Good Governance. 

 

Keywords: Regional People's Representative Council, Legislative Function, 

Supervision Function. 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398). 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5041). 

Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2019-2024. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Tugas TA 
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Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan 
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Lampiran 3. Surat Izin Observasi 
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Lampiran 4. Bukti Penelitian (SK Sekretariat DPRD) 
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Lampiran 5. Bukti Penelitian (Dokumentasi) 
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Lampiran 6. Hasil Plagiasi 

 


